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ABSTRAK 

Perkembangan dunia usaha mendorong pelaku bisnis untuk menjalin kerja 

sama melalui perjanjian Joint operation guna meningkatkan modal, sumber daya, 

dan efisiensi pelaksanaan proyek. Dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian Joint 

operation tidak selalu berjalan sesuai kesepakatan sehingga dapat menimbulkan 

wanprestasi yang berujung pada sengketa utang-piutang. Penyelesaian sengketa 

tersebut sering ditempuh melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan PKPU. Namun, perbedaan putusan hakim dalam perkara 

PKPU yang melibatkan Joint operation menimbulkan persoalan mengenai 

kepastian hukum, perlindungan hukum bagi para pihak, serta kedudukan Joint 

operation sebagai subjek hukum dalam proses PKPU. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 161/Pdt.Sus-

PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-

PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst serta mengkaji konsekuensi yuridis penggunaan 

mekanisme PKPU dalam penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian Joint 

operation. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif 

dengan pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan 

(statute approach), pendekatan perbandingan hukum (comparative approach), dan 

pendekatan kasus (case approach). Sumber data yang digunakan adalah sumber 

data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 

bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 

teknik studi pustaka yang didukung oleh data wawancara dengan hakim Pengadilan 

Jakarta Pusat. Selanjutnya analisis data yang digunakan dalam penelitian ini Adalah 

analisis kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif analisis. 

Hasil penelitian menunjukkan, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan 

Nomor 161/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst telah mencerminkan 

perlindungan hukum bagi kreditor dengan mengakui Joint operation sebagai subjek 

hukum PKPU melalui analogi dengan Firma berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah 

Agung RI Nomor 01.K.N/1999 dan Pasal 16 KUHD. Sedangkan Putusan Nomor 

23/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst menolak permohonan PKPU karena 

adanya tumpang tindih dengan perkara kepailitan yang sedang berjalan, yang 

mencerminkan perlindungan sistemik bagi seluruh ekosistem kepailitan 

berdasarkan prinsip larangan klaim ganda dan asas pari passu pro rata parte. 

Penggunaan mekanisme PKPU dalam sengketa wanprestasi perjanjian Joint 

operation menimbulkan berbagai konsekuensi yuridis yaitu, perubahan kedudukan 

hukum para pihak, berlakunya automatic stay menghentikan debitor mengelola 

hartanya dan menghentikan sementara seluruh tuntutan hukum individual kreditor, 

serta mengaburkan batas antara hukum perjanjian dan hukum kepailitan. 

Inkonsistensi pertimbangan hakim dalam kedua putusan juga mencerminkan 

adanya kekosongan hukum dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan 

dan PKPU terkait kedudukan hukum Joint operation. 

Kata Kunci: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Joint operation, 

Wanprestasi, Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum. 
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ABSTRACT 

Developments in the business world encourage business actors to collaborate 

through Joint operation agreements to increase capital, resources, and project 

implementation efficiency. In practice, the implementation of Joint operation 

agreements does not always run according to agreement, which can lead to defaults 

that lead to debt disputes. The resolution of these disputes is often carried out 

through the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) mechanism as 

regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. However, 

differences in judges' decisions in PKPU cases involving Joint operation raise 

issues regarding legal certainty, legal protection for the parties, and the position of 

Joint operation as legal subjects in the PKPU process. This study aims to analyze 

the judge's legal considerations in Decision Number 161/Pdt.Sus-

PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst and Decision Number 23/Pdt.Sus-

PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst and examine the legal consequences of using the 

PKPU mechanism in resolving disputes over breach of contract in the Joint 

operation agreement. 

This study, the researcher employed a normative legal research method with 

approaches including the statute approach, the comparative legal approach, and 

the case approach. The data sources used were secondary data sources consisting 

of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. 

The data collection technique in this study employed a literature study technique 

supported by interview data with judges at the Central Jakarta Court. Furthermore, 

the data analysis used in this study was a qualitative analysis presented 

descriptively. 

The results of the study show that the judge's legal considerations in Decision 

Number 161/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst have reflected legal protection 

for creditors by recognizing Joint operations as legal subjects of PKPU through 

analogy with Firms based on the Jurisprudence of the Supreme Court of the 

Republic of Indonesia Number 01.K.N/1999 and Article 16 of the Commercial 

Code. Meanwhile, Decision Number 23/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst 

rejected the PKPU application due to overlapping with the ongoing bankruptcy 

case, which reflects systemic protection for the entire bankruptcy ecosystem based 

on the principle of prohibition of double claims and the principle of pari passu pro 

rata parte. The use of the PKPU mechanism in disputes over breach of contract of 

Joint operation agreements has various legal consequences, namely, changes in the 

legal standing of the parties, the enactment of an automatic stay stopping the debtor 

from managing his assets and temporarily stopping all individual creditor lawsuits, 

as well as blurring the boundaries between contract law and bankruptcy law. The 

inconsistency of the judges' considerations in the two decisions also reflects a legal 

vacuum in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU regarding 

the legal status of Joint operations. 

 

Keywords: Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU), Joint operation, 

Breach of Contract, Legal Protection, Legal Certainty. 
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MOTTO 

 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya dia 

mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari 

(kejahatan) yang diperbuatnya.” 

(QS. Al-Baqarah:286) 

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta 

kesulitan ada kemudahan.” 

(QS. Al-Insyirah: 5-6) 

“Hidup itu bukan tentang membandingkan dirimu dengan orang lain, tetapi 

tentang pilihan yang kamu buat. Apapun pilihan yang kamu buat jangan 

meragukan dirimu.” 

(Kim Sabu) 

“It’s okay you’ll be okay, maybe not now but one day you will. Don’t be so hard 

on yourself you’re doing your best already.” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berkembangnya kegiatan bisnis tentunya diikuti dengan kendala-kendala yang 

sering dihadapi oleh para pengusaha seperti ketatnya persaingan usaha, 

kemajuan teknologi, perpajakan dan faktor-faktor lainnya.1 Sehingga untuk 

menunjang kepentingan para pengusaha tersebut, diciptakanlah sebuah 

hubungan kerjasama antara satu badan usaha dengan badan usaha lainnya yang 

dibentuk dalam sebuah perjanjian kerjasama. Dengan adanya kejasama ini 

diharapkan usaha dapat berkembang lebih cepat karena adanya tambahan 

modal.  

Perjanjian kerjasama termasuk kedalam bentuk perjanjian yang tidak 

diatur secara khusus pada ketentuan Buku III KUH Perdata sehingga tidak 

memiliki nama khusus (innominaat). Perjanjian kerjasama didefinisikan 

sebagai persetujuan kesepakatan para pihak untuk mengadakan prestasi dan 

menimbulkan adanya suatu hubungan kontraktual (hak dan kewajiban) para 

pihak dalam mencapai tujuan bersama.2  Secara umum di Indonesia sendiri 

dikenal dua bentuk kerjasama yaitu Kerjasama Operasional (KSO) atau Joint 

operation (JO) dan Ventura Bersama atau Joint Venture (JV). Prinsip dan 

 
1  Riana Mayasari dan Indra Griha Tofik Isa, Geliat Technopreneurship (Kewirausahaan 

Berbasis Teknologi): Buku Ajar Penuntun Perkuliahan Kewirausahaan, cet. ke-1, (Pekalongan: PT 

Nasya Expanding Management, 2021), hlm. 20. 

2 Yuni, Apriyanti G, “Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Perjanjian Bagi Hasil 

Keuntungan Usaha SPBU Dalam Perkara Nomor: 469/PDT. G/2014/PN. Mdn,” Disertasi Ilmu 

Hukum (2017) 
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karakteristik keduanya memiliki kesaamaan, yaitu diawali dengan adanya  

persetujuan tertulis antara 2 (dua) perusahaan atau lebih untuk menggabungkan 

modal usaha dalam rangka menjalankan proyek. Pembeda dari kedua 

kerjasama ini terletak pada keabsahan perjanjian.3 

Bentuk kerjasama Joint operation tertuang dalam Surat Dirjen Pajak 

Nomor S-123/PJ.42/1989. Umumnya Joint operation dibentuk pelaku usaha 

asing yang ingin melakukan pengerjaan proyek di Indonesia, yang mana pelaku 

usaha asing ini membutuhkan partner lokal untuk dapat melakukan usaha di 

Indonesia. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika Joint operation 

dilakukan oleh perusahaan nasional saja. Kerjasama Joint operation sendiri 

bersifat sementara hanya untuk mekasanakan suatu proyek tertentu sampai 

proyek tersebut selesai dikerjakan. Perusahaan yang melakukan Joint 

operation ini menggabungkan berbagai sumber seperti sumber produksi, 

pemasaran, keuangan dan hal-hal manajerial.4 

Dalam menjalankan bisnis para pelaku usaha khususnya Joint 

operation, melakukan hubungan utang piutang. Utang merupakan kewajiban 

yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata 

uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang 

akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-

undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi 

 
3 Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, cet. ke-1, 

(Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 133. 

 
4 Vanessa Virgonia, “Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Badan Usaha Joint operation 

Yang Pailit Terhadap Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga (Studi Putusan No. 

54/PKPU/2012/PN. Niaga Jkt.Pst)”, Skripsi Repository  Universitas Brawijaya (2020), hlm.2  
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hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan 

Debitor.5 

Kreditor sebagai pemberi utang berhak menerima prestasi dari pihak 

debitor, sedangkan debitor sebagai pihak yang berutang wajib memenuhi 

prestasi kepada kreditor.6 Namun dalam praktiknya, tidak jarang pelaku usaha 

mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan mereka tidak mampu 

membayar utang-utangnya kepada para kreditor.  

Mengatasi permasalahan tersebut, Indonesia telah memiliki payung 

hukum yang mengatur mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban 

pembayaran utang melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut 

UU Kepailitan dan PKPU). Undang-undang ini memberikan solusi hukum bagi 

debitor yang mengalami kesulitan keuangan untuk melakukan restrukturisasi 

utang melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 

(selanjutnya akan disebut PKPU), sekaligus memberikan perlindungan hukum 

kepada para kreditor agar hak-haknya dapat terpenuhi secara adil dan 

proporsional. 

Melalui mekanisme PKPU, debitor diberikan kesempatan untuk 

merestrukturisasi utang-utangnya dan menyusun rencana perdamaian dengan 

para kreditor. Tujuan utama dari PKPU adalah untuk memberikan solusi win-

 
5 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan Kewajiban 

Pembayaran Utang 

 
6 Mutiara Hikmah, Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara-Perkara Kepailitan, 

(Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hlm. 67. 
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win solution antara debitor dan kreditor, dimana debitor dapat melanjutkan 

usahanya dan kreditor dapat memperoleh pelunasan piutangnya secara 

maksimal, yang pada umumnya lebih menguntungkan dibandingkan jika 

perusahaan dipailitkan dan dilikuidasi.7 

Dalam praktiknya, pengadilan niaga yang berwenang memeriksa 

permohonan PKPU harus mempertimbangkan apakah syarat-syarat formil dan 

materiil telah terpenuhi sebelum mengabulkan atau menolak permohonan 

tersebut. Pengadilan juga harus mempertimbangkan apakah PKPU benar-benar 

dapat mencapai tujuannya atau justru hanya akan merugikan para pihak. 

Namun dalam implementasinya, terdapat problematika yang menarik 

untuk dikaji, yaitu adanya putusan pengadilan niaga yang berbeda-beda dalam 

memutus permohonan PKPU meskipun dengan fakta-fakta hukum yang relatif 

serupa. Sebagai contoh pada Putusan Nomor 161/Pdt.Sus-

PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dimana PT Grama Bazita mengajukan 

permohonan PKPU terhadap CNQC-MTRA JO beserta anggota-anggotanya 

(PT Mitra Pemuda Tbk dan Qingjian International) atas tagihan yang belum 

dibayarkan terkait proyek Logos Bekasi One. Hakim memutuskan 

mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon kepada para 

Termohon beserta segala akibat hukumnya serta menetapkan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara untuk paling lama 44 (empat 

puluh empat) hari  terhitung sejak putusan ini diucapkan. Pertimbangan hakim 

 
7 Febrian Dirgantara dkk., "Peran Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Di Indonesia", Lex 

Stricta: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4:1 (2025), hlm. 149-160. 
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yang menjadi alasan dikabulkannya permohonan PKPU yaitu meskipun Joint 

operation bukan badan hukum, namun dapat dipersamakan dengan Firma 

berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 01.K.N/1999 

tertanggal 23 Februari 1999 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 KUHD. 

Setelah putusan PKPU sementara, CNQC-MTRA JO kemudian diputuskan 

pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 9 

November 2020 yang berarti upaya perdamaian dalam PKPU tidak berhasil.  

Disisi lain pada Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-

PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst yang masih bersinggungan dengan Putusan 

Nomor 161/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dan sama-sama membahas 

tentang PKPU dalam perjanjian Joint operation, hakim menolak permohonan 

PKPU Pemohon untuk seluruhnya dan menghukum Pemohon PKPU untuk 

membayar biaya perkara sebesar Rp.6.064.000,- (enam juta enam puluh emoat 

ribu rupiah). Adapun alasan utama ditolaknya permohonan yaitu karena adanya 

tumpang tindih dengan perkara kepailitan dimana Pemohon (PT Arsimekon) 

sudah mendaftarkan tagihan yang sama dalam perkara kepailitan CNQC-

MITRA JO (Putusan No. 161/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst) dengan 

nilai tagihan Rp 12.728.117.116,- dan CNQC (partner Joint operation dengan 

NKE) telah dinyatakan pailit sehingga untuk tagihan yang sama tidak boleh 

diajukan dalam 2 perkara sekaligus dan harus menunggu penyelesaian 

kepailitan CNQC terlebih dahulu.  

Perbedaan putusan antara Putusan Nomor 161/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN 

Jkt.Pst yang mengabulkan permohonan PKPU dan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-
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PKPU/2021/PN Jkt.Pst yang menolak permohonan PKPU menimbulkan 

persoalan serius terkait kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para 

pihak dalam perjanjian Joint operation. Inkonsistensi ratio decidendi ini 

berdampak langsung pada sejauh mana hak-hak kreditor yang menjadi korban 

wanprestasi dapat dilindungi, mekanisme hukum apa yang tersedia bagi 

mereka, serta bagaimana keseimbangan antara perlindungan kreditor dan 

kesempatan restrukturisasi debitor dapat tercapai secara adil. 

Ketidakjelasan mengenai apakah Joint operation dapat menjadi subjek 

PKPU, bagaimana kualifikasi utang yang timbul dari wanprestasi Joint 

operation, dapat menyebabkan kreditor kesulitan dalam menentukan strategi 

hukum yang tepat untuk melindungi kepentingannya. Sebaliknya, 

ketidakpastian ini juga dapat dimanfaatkan oleh debitor yang beritikad tidak 

baik untuk menghindari kewajibannya atau bahkan mengalihkan aset. Oleh 

karena itu, penelitian komparatif terhadap kedua putusan pengadilan niaga 

tersebut menjadi sangat penting dan relevan untuk dilakukan. Studi 

perbandingan ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan 

perbedaan pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim, tetapi 

juga untuk menganalisis secara mendalam bagaimana putusan-putusan tersebut 

memberikan atau justru mengabaikan perlindungan hukum bagi para pihak 

dalam perjanjian Joint operation.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN 

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) ATAS 
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WANPRESTASI PELAKSANAAN PERJANJIAN JOINT OPERATION 

(Studi Perbandingan Putusan Nomor 161/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN 

Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN 

Niaga.Jkt.Pst)”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan 

beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam menolak dan mengabulkan 

pada Putusan Nomor 161/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Jkt.Pst dan Putusan 

Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst telah mencerimnkan 

perlindungan hukum bagi para pihak? 

2. Bagaimana konsekuensi yuridis penggunaan mekanisme Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap penyelesaian sengketa 

wanprestasi dalam perjanjian Joint operation? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permsalahan diatas, 

adapun tujuan yang ingin dicapai penulis sebagai berikut: 

a. Untuk menganalisis dan menilai pertimbangan hukum hakim dalam 

mengabulkan dan menolak permohonan PKPU pada Putusan Nomor 

161/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jakarta Pusat dan Putusan Nomor 

23/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jakarta Pusat, serta sejauh mana 
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pertimbangan tersebut mencerminkan perlindungan hukum bagi para 

pihak. 

b. Untuk mengkaji konsekuensi yuridis penggunaan mekanisme 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap 

penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian Joint operation, 

khususnya dalam kaitannya dengan kepastian dan keseimbangan 

perlindungan hukum bagi debitor dan kreditor. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum 

kepailitan dan hukum perjanjian, dengan memperkaya kajian 

mengenai kualifikasi wanprestasi dalam perjanjian Joint 

operation sebagai dasar pengajuan PKPU. 

2) Memberikan pemahaman teoretis mengenai penerapan prinsip 

perlindungan hukum dalam pertimbangan hakim pengadilan 

niaga melalui studi perbandingan putusan. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

dalam menerapkan PKPU secara lebih proporsional dan 

konsisten, khususnya dalam perkara yang bersumber dari 

sengketa wanprestasi perjanjian Joint operation, sehingga 
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perlindungan hukum bagi para pihak dapat terwujud secara 

seimbang.. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan rujukan 

dalam penelitian hukum selanjutnya yang mengkaji PKPU, 

wanprestasi, dan perlindungan hukum, khususnya yang 

menggunakan pendekatan studi perbandingan putusan pengadilan 

niaga. 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka atau literatur riview merupakan kajian yang bertujuan untuk 

mengetahui penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian 

yang diteliti oleh penulis yang berfungsi untuk menghindari kesamaan 

penelitian. Beberapa penelitian ilmiah yang relevan, sebagai berikut: 

Pertama, Dalam skripsi berjudul “Tanggung Jawab Para Pihak Dalam 

Badan Usaha Joint operation yang Pailit Terhadap Pembayaran Utang Kepada 

Pihak Ketiga (Studi Putusan No. 54/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst)” karya 

yang ditulis oleh Vanessa Virgonia dari Fakultas Hukum Universitas 

Brawijaya pada tahun 2020, skripsi ini mengkasji terkait bentuk 

pertanggungjawaban para pihak dalam badan usaha Joint operation yang 

dinyatakan pailit terhadap pembayaran utang pada pihak ketiga dalam putusan 

No. 54/PKPU/2012/PN. Niaga Jkt.Pst .8 Selain itu skripsi ini membedah secara 

lebih mendalam terkait pertimbangan hakim dalam mengabulkan PKPU pada 

 
8 Vanessa Virgonia, “Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Badan Usaha Joint operation 

Yang Pailit Terhadap Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga (Studi Putusan No. 

54/PKPU/2012/PN. Niaga Jkt.Pst)”, Skripsi Repository  Universitas Brawijaya (2020). 



10 

 

  

putusan No. 54/PKPU/2012/PN. Niaga Jkt.Pst. berbeda dengan penelitian yang 

akan diteliti oleh penulis, penulis akan membandingkan 2 putusan yang 

berbeda yaitu amar putusan mengabulkan dan menolak untuk membuktikan 

apakah putusan tersebut telah mencerminkan perlindungkan hukum bagi para 

pihak dan menjelaskan konsekuensi yuridis penggunaan mekanisme 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap penyelesaian 

sengketa wanprestasi dalam perjanjian Joint operation. 

Kedua, Dalam jurnal yang berjudul “Penolakan Permohonan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Pengadilan Niaga Berdasarkan 

Putusan Nomor: 401/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst”.9 Karya dari 

Dimas Thimoty Arya Megansa, Helena B. Tambajong, Chandra Ch. Wohon 

dari Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado tahun (2022) ini 

berfokus pada alasan ditolaknya permohonan penundaan kewajiban 

pembayaran utang oleh pengadilan niaga berdasarkan Putusan Nomor: 

401/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Selain itu penelitian ini juga 

membahas tentang kedudukan hukum para pihak dalam permohonan PKPU. 

Jurnal ini relevan dengan penelitian penulis karena penulia akan membedah 

juga terkait alasan atau pertimbangan hakim dalm menolak permohonan 

PKPU, serta menjelaskan kedudukan Joint operation dalam mekanisme PKPU. 

Ketiga, Tesis berjudul “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Kontrak 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

 
9 Dimas Thimoty Arya Megansa dkk., "Penolakan Permohonan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang Oleh Pengadilan Niaga Berdasarkan Putusan Nomor: 401/Pdt.SUS-

PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst", Iustitia Per Legem, Vol. 1:1 (2023), hlm. 83-94. 
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(Studi Kasus Putusan Nomor 33/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst.)” yang ditulis oleh 

Raymon Budi Hermanto dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan 

Nasional “Veteran” Jakarta pada tahun 2018, mengkaji sengketa wanprestasi 

yang timbul dari kontrak pengadaan barang dan jasa antara Kerja Sama Operasi 

(KSO) PT Buminata Aji Perkasa, PT Tunggal Jaya Satya, dan PT Ruhaak Phala 

Industri dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum 

Provinsi DKI Jakarta.10 Penelitian tersebut berfokus pada upaya penyelesaian 

sengketa wanprestasi serta langkah-langkah yang harus ditempuh para pihak 

setelah adanya putusan pengadilan, termasuk kewajiban para pihak dalam 

melaksanakan putusan tersebut. Tesis ini cukup relevan untuk dijadikan 

referensi oleh penulis karena penulis akan melihat kewajiban para pihak dalam 

melaksanakan putusan tersebut sesuai dengan perlindungan hukum bagi para 

pihak. 

Meskipun berbagai penelitian telah memberikan kontribusi penting 

dalam memahami aspek-aspek tertentu dari PKPU dan Joint operation secara 

terpisah, namun masih terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan. 

Pertama, belum ada kajian komprehensif yang secara khusus menganalisis 

penerapan PKPU dalam konteks wanprestasi Joint operation dengan 

menggunakan metode perbandingan putusan pengadilan. Kedua, penelitian-

penelitian sebelumnya cenderung bersifat normatif-doktrinal tanpa 

menganalisis praktik peradilan secara mendalam untuk mengidentifikasi pola-

 
10 Raymon Budi Hermanto, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Kontrak Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Studi Kasus Putusan NO. 

33/PDT.G/2015/ PN.JKT.PST.)”, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2018, 

hlm V 
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pola pertimbangan hakim, faktor-faktor yang mempengaruhi putusan dan 

apakah putusan tersebut telah memberikan perlindungan hukum bagi para 

pihak yang bersangkutan. Ketiga, belum ada studi yang secara spesifik 

membandingkan putusan-putusan PKPU dalam kasus Joint operation untuk 

mengidentifikasi konsistensi atau inkonsistensi penerapan hukum yang dapat 

mempengaruhi kepastian hukum. 

E. Kerangka Teori 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum 

bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai 

kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, 

perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan 

cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Perlindungan hukum 

tidak dapat dipisahkan dari tahapan-tahapan yang mengikutinya. 

Perlindungan tersebut muncul dari norma-norma hukum serta seluruh 

peraturan yang dibentuk oleh masyarakat, yang pada dasarnya merupakan 

hasil kesepakatan bersama untuk mengatur hubungan antarindividu 

maupun hubungan antara warga dengan pemerintah sebagai pihak yang 

mewakili kepentingan publik.11  

Dalam konteks Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), 

perlindungan hukum menjadi prinsip yang fundamental karena penerapan 

 
11 Moertiono dan R. Juli, "Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori 

Perlindungan Hukum", All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety, Vol. 1:3 (2021), 

hlm. 252-262. 



13 

 

  

mekanisme PKPU memiliki konsekuensi hukum yang signifikan terhadap 

kedudukan hukum, kelangsungan usaha, dan reputasi para pihak. Melalui 

teori ini, penelitian menilai apakah pertimbangan hakim dalam Putusan 

Nomor 161/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jakarta Pusat dan Putusan 

Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jakarta Pusat telah memberikan 

perlindungan hukum yang seimbang bagi debitor dan kreditor, atau justru 

menimbulkan ketimpangan akibat penafsiran yang berbeda terhadap 

kualifikasi utang dan wanprestasi. 

Teori ini digunakan untuk menilai apakah penggunaan PKPU dalam 

sengketa wanprestasi memberikan perlindungan hukum yang efektif dan 

proporsional, atau sebaliknya berpotensi merugikan salah satu pihak 

apabila PKPU digunakan sebagai sarana tekanan hukum (legal pressure) 

dalam sengketa perdata murni. Pendekatan ini diharapkan mampu 

mengungkap apakah praktik peradilan niaga telah sejalan dengan tujuan 

perlindungan hukum atau masih memerlukan penegasan batasan normatif 

dalam penerapan PKPU. 

2. Teori Kepastian Hukum  

Berkaitan dengan konsep kepastian hukum, Van Apeldoorn berpendapat 

bahwa ”kepastian hukum” memiliki dua sisi. Pertama, bagi para pihak 

pencari keadilan perlu melihat suatu hukum secara konkret dan 

kontekstual sebelum mereka berperkara. Kedua, guna para pihak tersebut 

terhindar daripada kesewenangan hakim.12 Selaras dengan pendapat 

 
12 L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu hukum,, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hlm. 12. 
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tersebut, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum 

sama halnya dengan kepastian orientasi. Dalam hal ini, orientasi diartikan 

sebagai sebuah kejelasan rumusan norma, sehingga masyarakat yang 

terdampak pada suatu peraturan dapat berpedoman dengan norma 

tersebut.13  

Sebelum suatu peraturan dirancang dan diundangkan, seyogyanya 

harus dipastikan telah memiliki ratio legis serta kejelasan peraturan 

tersebut. Kejelasan yang ingin dicapai bermakna bahwa suatu peraturan 

tidak bersifat multitafsir dan saling tumpang tindih dengan peraturan yang 

lain. Resiko dari suatu peraturan yang multitafsir dan tumpang tindih 

tentunya akan menimbulkan suatu konflik norma yang berakibat pada 

reduksi dan distorsi norma itu sendiri. Padahal kepastian hukum yang 

sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan 

sesuai dengan prinsip dan norma hukum.14 

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam 

negara hukum yang harus dijunjung tinggi. Dalam konteks penyelesaian 

utang piutang melalui PKPU, kepastian hukum sangat penting untuk 

memberikan perlindungan yang seimbang baik bagi debitor maupun 

kreditor. Ketidakpastian dalam putusan pengadilan dapat menimbulkan 

ketidakadilan, mengurangi kepercayaan terhadap sistem hukum, dan pada 

 
13 Sidharta, Moralitas Profesi Hukum:Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, (Bandung: PT. 

Refika Aditama, 2006), hlm.85. 

14 Siti Halilah dan Mhd. Fakhrurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", 

Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara , Vol. 4:2 (Desember 2021), hlm. 56-65. 
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akhirnya dapat menghambat iklim investasi dan kegiatan ekonomi. Oleh 

karena itu, studi komparatif terhadap putusan-putusan PKPU yang berbeda 

menjadi sangat relevan untuk menganalisis konsistensi penerapan hukum 

dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan sistem hukum kepailitan di 

Indonesia. 

3. Teori Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)  

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kepailitan 

adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan 

pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim 

Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan 

rumusan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa inti dari kepailitan 

adalah sita umum (beslaag) atas kekayaan debitor pailit. Kepailitan 

bersifat represif karena menitikberatkan pada pemberesan harta debitor 

sebagai upaya terakhir apabila debitor dinilai tidak lagi mampu memenuhi 

kewajiban pembayaran utangnya.15 

Secara konseptual, PKPU merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari sistem hukum kepailitan. PKPU diposisikan sebagai mekanisme 

alternatif sebelum terjadinya kepailitan, dengan tujuan utama mencegah 

debitor jatuh ke dalam keadaan pailit. Apabila dalam proses PKPU tidak 

 
15 Rifqani Nur Fauziah Hanif, “Kepailitan dan Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan 

Debitor Pailit Dalam Bidang Hukum Kekayaan”, artikel Direktorat Jenderal Keuangan Negara, 

diakses pada tanggal 18 Januari 2026, 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13451/Kepailitan-dan-Akibat-Kepailitan-Terhadap-

Kewenangan-Debitor-Pailit-Dalam-Bidang-Hukum-Kekayaan.html 
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tercapai perdamaian antara debitor dan kreditor, maka debitor dapat 

dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dengan demikian, kepailitan dan PKPU 

memiliki karakter yang berbeda namun saling berkaitan. Kepailitan 

menitikberatkan pada pemberesan harta debitor, sedangkan PKPU 

menekankan pada restrukturisasi dan kelangsungan usaha debitor, dengan 

tetap memperhatikan perlindungan hukum bagi kreditor.16 

Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan dan menolak 

permohonan PKPU berkaitan langsung dengan teori Kepailitan dan PKPU, 

karena pertimbangan tersebut mencerminkan bagaimana hakim 

menerapkan tujuan dan asas PKPU sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Kepailitan dan PKPU. Melalui teori ini, peneliti menilai apakah 

dalam Putusan Nomor 161/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jakarta Pusat 

dan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jakarta Pusat 

hakim telah menempatkan PKPU sebagai instrumen perlindungan hukum 

yang seimbang bagi debitor dan kreditor, atau justru menyimpang dari 

fungsi dasarnya dengan mengakomodasi penyelesaian sengketa 

wanprestasi perjanjian. 

Teori ini digunakan untuk menganalisis dampak normatif 

penggunaan PKPU terhadap mekanisme penyelesaian sengketa perdata, 

khususnya apakah penggunaan PKPU dalam sengketa wanprestasi 

perjanjian Joint operation memperluas atau justru mengaburkan batas 

 
16 Muhammad Raihan Nugraha, “Perbedaan Kepailitan dan PKPU”, artikel Hukum Online, 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-kepailitan-dan-pkpu-lt50c3529a6061f/, diakses 

pada tanggal 28 Januari 2026  

https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-kepailitan-dan-pkpu-lt50c3529a6061f/
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antara peraturan kepailitan dan hukum perjanjian. Konsekuensi yuridis 

tersebut meliputi perubahan kedudukan hukum para pihak, pembatasan 

hak debitor, serta potensi terjadinya ketidakseimbangan perlindungan 

hukum apabila PKPU digunakan di luar tujuan utamanya. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti 

dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan 

investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Untuk mencapai sasaran 

yang tepat bagi penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai 

berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan adalah penelitian hukum 

normatif yang bertumpu pada kaidah-kaidah yang mengharuskan 

kepatuhannya dapat dipaksakan dengan menggunakan alat kekuasaan 

negara (normatif), berkiprah dalam dunia keharusan-keharusan (das 

sollen), dan produknya juga bersifat mengkaidahi.17 Penelitian hukum 

normatif memiliki karakteristik berfokus pada analisis kaidah peraturan 

perundang undangan atau putusan hakim yang hendak menemukan 

kebenaran antara kesesuaian aturan hukum atau tindakan dengan 

norma/prinsip hukum. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis 

terkait putusan hakim tentang penundaan kewajiban pembayaran utang 

(PKPU) apakah sudah sesuai dengan prinsip perlindungan hukum dan 

 
17 Rifa’i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN 

Sunan Kalijaga, 2021) 
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sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan serta mencari tahu 

terkait konsekuensi yuridis dari diterapkannya mekanisme PKPU dalam 

menyelesaikan sengekta wanprestasi Joint operation.  

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analisis. Bersifat deskriptif karena 

penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan secara lengkap, jelas dan 

sistematis mengenai fakta-fakta hukum yang terdapat dalam Putusan 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 161/Pdt.Sus-

PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-

PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Selanjutnya, fakta-fakta tersebut dianalisis 

mendalam menggunakan teori hukum dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku untuk menjawab rumusan masalah mengenai pertimbangan 

hakim dalam mengabulkan dan menolak putusan apakah sudah 

mencerminkan perlindungan hukum bagi para pihak dan menjelaskan 

tentang konsekuensi yuridis penggunaan mekanisme PKPU terhadap 

penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian Joint operation.18  

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian berfungsi sebagai alat analisis untuk memahami 

sekaligus menguraikan bagaimana hukum bekerja dalam praktik di 

masyarakat untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini. Penyusun 

dalam penelitian inni menggunakan jenis pendekatan yakni: 

 
18 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, cet ke-1 (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 

2018), hlm. 52 
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a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Menurut Peter Mahmud Marzuki Pendekatan undang-undang adalah 

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang 

regulasi yang bersangkut paut dengan permasalahan yang sedang  

ditangani. Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan dengan 

menggunakan legalasi dan regulasi.19 Pendekatan ini dilakukan dengan 

mengkaitkan dan meregulasi suatu permasalah atau isu hukum yang 

dibahas dengan peraturan perudang-undanganyang mengatur. 

b. Pendekatan Perbandingan Hukum (Comparative Approach) 

Pendekatan perbandingan hukum dilakukan untuk membandingkan dau 

atau lebih variable yang sama dalam sistem hukum yang berbeda 

sehingga ditemukan persamaan dan perbedaan.20 Penelitian ini akan 

mengkaji secara komprehensif dua putusan PKPU dengan hasil yang 

berbeda, yaitu satu putusan yang mengabulkan permohonan PKPU dan 

satu putusan yang menolak permohonan PKPU. Melalui pendekatan 

perbandingan (comparative approach) dan analisis yuridis normatif, 

penelitian ini diharapkan dapat mengungkap faktor-faktor determinan 

yang mempengaruhi putusan hakim dalam perkara PKPU dan apakah 

putusan tersebut sudah sesuai dengan aspek perlindungan hukum bagi 

para pihak. 

 
19 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2021), hlm. 24.  

 
20 Ibid., hlm. 135. 
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c. Pendekatan Kasus (Case Approach)\ 

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk 

mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang 

dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya 

digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan.21 

Penulis membedah kasus wanprestasi dalam perjanjian Joint 

operation dan pertimbangan hukum hakim dalam dua putusan yaitu 

Putusan Nomor 161/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dan 

Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst untuk 

memahami apakah kedua putusan tersebut sudah mencerminkan bentuk 

perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat, serta konsekuensi 

yuridis penggunaan mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang (PKPU) terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi dalam 

perjanjian Joint operation.  

4. Sumber Data 

1) Pada penelitian hukum normatif data penelitian yang digunakan adalah 

menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak 

langsung atau melalui kitab-kitab, buku-buku, dan dokumen lainnya.22 

Guna mengkaji isu hukum dalam penelitian ini, penyusun telah 

 
21 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

(Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010), hlm. 157 

22 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, cet ke-1 (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 

2018), hlm. 34 
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mengumpulkan bahan hukum penelitian yang terbagi menjadi 3 (tiga) 

yakni: 

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas 

dan mengikat.23 Bahan hukum primer yang digunakan dalam 

penelitian ini diantaranya sebagai berikut:  

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);  

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD); 

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan 

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; 

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Perseroan 

Terbatas; 

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman; 

6. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat Putusan Nomor 161/Pdt.Sus-

PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst; 

7. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-

Pkpu/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst; 

 
23 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet. Ke-13, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 

181. 
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8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 

109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman 

Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU. 

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder ini merupakan segala publikasi terkait 

hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang bersifat 

autoritatif.36 Guna mengkaji isu hukum yang berkaitan dengan 

penelitian ini: 

a) Buku-buku hukum yang berkaitan dengan kepailitan dan 

penundaan kewajiban pembayaran utang serta buku yang 

berkaitan dengan Joint operation; 

b) Skripsi, tesis dan disertasi hukum yang sesuai dengan 

penelitian yang diangkat; 

c) Jurnal hukum, bisnis dan ekonomi; 

d) Media cetak/elektronik. 

c. Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder berupa:  

a) KBBI; 

b) Kamus Hukum; dan  

c) Internet 

2) Pada  penelitian ini juga penulis menggunakan data primer yakni data 

yang sumber informasi utamanya dikumpulkan secara langsung oleh 
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peneliti dalam proses penelitian.24 Meskipun demikian, data primer ini 

digunakan hanya sebatas sebagai data dukung untuk mengonfirmasi 

atau memvalidasi atas data sekunder. Adapun metode dalam 

pengumpulan data primer adalah wawancara dengan Bapak H. Sunoto, 

S.H., M.Kn. Hakim Madya Muda Jakarta Pusat, selaku hakim niaga 

yang akan memberikan pendapatnya terkait penelitian yang akan 

diangkat yaitu tentang kepailitan dan penundaan kewajiban 

pembayaran utang. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen 

(documentary study). Penulis melakukan inventarisasi terhadap 

perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relavan, kemudian 

melakukan klasifiksi dan sitematisasi bahan-bahan tersebut berdasarkan 

isu hukum yang akan diangkat. Selain itu dalam melengkapi data 

penelitiannya penulis juga menggunakan metode wawancara. Hal ini 

bertujuan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna menambah 

penelitian sehingga dapat menyajikan suatu penelitian yang 

kompreshensif. Penulis akan melakukan wawancara dengan dengan Bapak 

H. Sunoto, S.H., M.Kn. selaku hakim niaga Jakarta Pusat yang akan 

memberikan pendapat terkait kasus wanprestasi yang diselesaikan secara 

PKPU dan kepailitan guna memvalidasi atas temuan dalam penelitian ini.  

 

 
24 Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, 

Sekunder dan Tersier", Jurnal Edu Research, Vol. 5:3 (2024), hlm. 112.  
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6. Metode Analisis Data 

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-komparatif. 

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dideskripsikan, kemudian 

dianalisis dengan menggunakan interpretasi hukum serta metode 

komparatif untuk membandingkan pertimbangan hukum dalam kedua 

putusan. Analisis ini menggunakan penalaran deduktif dari prinsip-prinsip 

hukum umum ke kasus-kasus konkret dalam putusan yang diteliti.  

G. Sitematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan berfungsi sebagai penggambaran secara sistematis 

berkaitan dengan materi yang tercantum dalam penelitian. Sistematika  

pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab, sebagaimana 

dibawah ini: 

Bab pertama, bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teoritik, 

Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan. 

Bab kedua, bab ini berisi tentang tinjauan-tinjauan yaitu tinjauan 

tentang teori perlindungan hukum, tinjauan tentang teori kepastian hukum, 

tinjauan teori Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU), tinjauan tentang perjanjian dan tinjauan tentang Joint operation, 

Bab ketiga, bab ini berisi gambaran umum tentang profil para pihak 

dalam Putusan Nomor 161/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Jkt.Pst dan Putusan 

Nomor 23/Pdt.Sus-Pkpu/2021/Pn Niaga Jkt.Pst., selain itu penulis akan 

memaparkan gambaran umum tentang analisis isi Putusan Nomor 161/Pdt.Sus-
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PKPU/2020/PN Jkt.Pst dan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-Pkpu/2021/Pn Niaga 

Jkt.Pst. analiasis kedudukan Joint operation dalam PKPU dan analisis 

kompetensi Pengadilan Niaga. 

Bab keempat, bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan 

dibahas berdasarkan rumusan masalah yaitu tentang analisis pertimbangan 

hukum hakim dalam menolak dan mengabulkan pada Putusan Nomor 

161/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Jkt.Pst dan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-

PKPU/2021/PN Jkt.Pst telah mencerminkan perlindungan hukum bagi para 

pihak dan menganalisis konsekuensi yuridis penggunaan mekanisme PKPU 

terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian Joint operation. 

Bab kelima, bab ini berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan yaitu jawaban atas rumusan masalah yang dikemukakan dan saran 

merupakan tanggapan atas hasil penelitian yang bisa menjadi masukan, serta 

dilengkapi dengan daftar kepustakaan dan lampiran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap 

Putusan Nomor 161/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst dan Putusan 

Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst dalam kaitannya 

dengan PKPU atas wanprestasi perjanjian Joint operation, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 161/Pdt.Sus-

PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst telah mencerminkan perlindungan 

hukum bagi para pihak, khususnya bagi kreditor (PT Grama Bazita). 

Majelis Hakim mengakui Joint operation sebagai subjek hukum 

PKPU dengan mempersamakannya dengan Firma berdasarkan 

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 01.K.N/1999 dan Pasal 

16 KUHD serta memenuhi syarat formil dan materiil PKPU 

sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (3) jo. Pasal 8 ayat (4) UU 

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Pertimbangan 

ini memberikan perlindungan hukum represif bagi kreditor melalui 

mekanisme penagihan yang terstruktur. Namun, pertimbangan 

tersebut mengandung kelemahan yuridis karena persamaan antara 

Joint operation dan Firma tidak sepenuhnya tepat secara akademis, 

mengingat perbedaan karakteristik tanggung jawab keduanya. 

Perlindungan preventif juga masih lemah karena bergantung pada 
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penafsiran hakim melalui analogi, bukan pada pengaturan yang 

eksplisit dalam undang-undang. Adapun pertimbangan hukum hakim 

dalam Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst menolak 

permohonan PKPU dikarenakan  adanya tumpang tindih dengan perkara 

kepailitan yang sedang berjalan. Hakim menerapkan prinsip larangan 

klaim ganda dan asas pari passu pro rata parte, yang mencerminkan 

perlindungan hukum sistemik bagi seluruh ekosistem kreditor dalam 

perkara kepailitan CNQC-MITRA JO. Meskipun secara langsung terkesan 

tidak melindungi PT Arsimekon sebagai Pemohon, pertimbangan ini justru 

menjamin kepastian dan ketertiban proses kepailitan serta mencegah 

terjadinya putusan yang saling bertentangan (conflicting judgments) antar 

forum pengadilan.  

2. Penggunaan mekanisme PKPU dalam sengketa wanprestasi perjanjian 

Joint operation menimbulkan berbagai konsekuensi yuridis yang bersifat 

multidimensi, dimana ketika putusan tersebut dikabulkan sebagaimana 

dalam Putusan Nomor 161/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst 

menimbulkan konseskuensi yuridis berupa perubahan mendasar dalam 

kedudukan hukum para pihak, yang mana ketika Joint operation 

dipersamakan dengan firma maka Joint operation dapat dijadikan debitor 

dan para anggota Joint operation wajib bertanggung jawab secara 

tanggung renteng untk memenuhi kewajiban dari Joint operation tersebut. 

Ketika PKPU berlangsung, maka berlaku pula automatic stay yang 

menghentikan segala kegiatan debitor dalam mengelola hartanya dan 

menghentikan sementara seluruh tuntutan hukum individual kreditor. 

Selain itu juga apabila PKPU berakhir pada kepailitan, akan berpotensi 
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pada delisting saham anggota Joint operation merupakan perusahaan 

publik. Pada putusan ditolak yaitu Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-

PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst, konsekuensi yuridis yang ditimbulkan yaitu 

tertutupnya jalur PKPU bagi kreditor yang bersangkutan dan kreditor 

diarahkan untuk mendaftarkan tagihannya melalui proses kepailitan yang 

sedang berjalan dengan resiko hanya memperoleh pembayaran secara 

proporsional sesuai dengan asas pari passu pro rata parte. Secara garis 

besar, penggunaan mekanisme PKPU dalam konteks Joint operation 

mengaburkan batas antara hukum perjanjian dan hukum kepailitan 

sehingga sengketa yang semestinya bersifat kontraktual-bilateral masuk ke 

dalam kerangka penyelesaian yang bersifat kolektif-insolvensi. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengajukan 

beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

1. Bagi Pembentuk Undang-Undang (Legislator), Pemerintah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu segera melakukan 

reformasi terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang, khususnya dengan menambahkan pengaturan yang 

eksplisit mengenai kedudukan hukum Joint operation sebagai 

subjek hukum dalam mekanisme PKPU dan kepailitan.  

2. Bagi Hakim dan Lembaga Peradilan, Mahkamah Agung perlu 

menerbitkan Surat Edaran atau Peraturan Mahkamah Agung 

(PERMA) yang memberikan pedoman yang lebih rinci dan 
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konsisten bagi hakim pengadilan niaga dalam menangani 

perkara PKPU yang melibatkan entitas Joint operation. 

Pedoman tersebut perlu mencakup terkait standar penilaian 

kedudukan hukum Joint operation dan bentuk kerjasama non-

badan hukum lainnya sebagai subjek PKPU, kriteria yang jelas 

untuk membedakan "utang" dalam pengertian UU Kepailitan 

dan PKPU dari kewajiban kontraktual biasa yang timbul dari 

wanprestasi perjanjian serta mekanisme koordinasi antar 

perkara untuk mencegah tumpang tindih antara proses PKPU 

dan proses kepailitan yang sudah berjalan.  

3. Bagi Pelaku Usaha yang menggunakan perjanjian Joint 

operation, para pelaku usaha disarankan untuk lebih 

memperhatikan klausul-klausul penting dalam perjanjian Joint 

operation, terutama yang berkaitan dengan  mekanisme 

penyelesaian sengketa, tanggung jawab masing-masing pihak 

dalam hal terjadi wanprestasi, serta pilihan forum penyelesaian 

sengketa yang paling tepat.  

4. Bagi Peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi landasan dan referensi bagi penelitian hukum 

selanjutnya yang mengkaji permasalahan serupa. Peneliti 

berikutnya disarankan untuk memperluas cakupan kajian 

dengan menganalisis lebih banyak putusan pengadilan niaga 

yang berkaitan dengan Joint operation dan PKPU/kepailitan 



177 
 

 

untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif 

mengenai pola dan konsistensi pertimbangan hakim
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